
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
NOMOR 27 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2014. 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

  4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5043); 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  14. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5462); 

  15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  17. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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  18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

    

    

    



5 

 

    
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009  tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

  30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 
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  31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010  

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

  32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

  33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

  34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

  35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

  36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

  37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539); 

  38. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558); 
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  39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

  42. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional; 

  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, 
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, 
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 
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  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah; 

  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun          

Anggaran 2014; 

  48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); 

  49. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 

  50. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 19); 

  51. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 

20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 

  52. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi  Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2013 Nomor 11); 
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  53. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 22); 

  54. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan 
Rancaekek Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung  Tahun 2012 Nomor 19); 

  55. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 
Nomor 24); 

  56. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

  57. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2014 Nomor 15). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 
 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014  

semula berjumlah Rp3.625.274.414.200,55 bertambah 
sebesar Rp704.696.943.881,23 sehingga menjadi                                

Rp. 4.329.971.358.081,78 dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. Pendapatan 

 a. Semula Rp. 3.276.407.368.106,62 
 b. Bertambah Rp.    659.507.517.557,16 

  
Jumlah Pendapatan setelah perubahan                     
Rp. 3.935.914.885.663,78 
 

2. Belanja 
 a. Semula Rp. 3.625.274.414.200,55 
 b. Bertambah Rp.    704.696.943.881,23 

  
Jumlah Belanja setelah perubahan                               
Rp. 4.329.971.358.081,78 

   
Surplus/(Defisit) setelah perubahan                      
(Rp. 394.056.472.418,00) 
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3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan 
  1) Semula Rp. 379.420.029.023,93 

  2) Bertambah Rp.   45.189.426.324,07 
   

Jumlah Penerimaan setelah perubahan                  
Rp. 424.609.455.348,00 

 
 b. Pengeluaran 

  1) Semula Rp. 30.552.982.930,00 
  2) Bertambah Rp.           - 
   

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                   

Rp. 30.552.982.930,00 
 

  Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan      

Rp394.056.472.418,00 
 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
Rp. – 
 

 
Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada 

Lampiran I peraturan ini. 
 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 
II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
   

 

Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan        
Pasal 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

   
 

Pasal 5 
 
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

   
 

Pasal 6 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 
   

 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 8 Mei 2014  

  
 BUPATI BANDUNG, 
  

 TTD 
 

  

 DADANG M. NASER 
  

Diundangkan di  Soreang  
pada tanggal  8 Mei 2014 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
TTD  

  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2014  NOMOR  27 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

              Pembina 
NIP. 19740717 199803 1 003 
 


